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The decentralization of PBB-P2 in Indonesia is expected to
produce a better PBB-P2 administration system. One indicator
of a better PBB-P2 administration system is a fair collection of
PBB-P2 based on tax base (NJOP) valuation close to market
prices. This study examines whether NJOP, as the basis for the
imposition of PBB-P2, is in accordance with the market price
using the assessment ratio. This study found that the current
level of accuracy of the NJOP has not met the standard agreed
upon by the IAAQ. In addition, this study also found that the
NJOP accuracy rate in big cities was slightly better than the
NJOP accuracy rate in other cities. In addition, this study also
found that there was no positive correlation between NJOP
updating activities through SPOP filling and NJOP accuracy.

Desentralisasi PBB-P2 di Indonesia diharapkan menghasilkan
sistem penatausahaan PBB-P2 yang lebih baik. Salah satu
indikator dari sistem penatausahaan PBB-P2 yang lebih baik
adalah pemungutan PBB-P2 yang adil dengan dasar
pengenaan pajak (NJOP) yang mendekati harga pasar. Studi
ini meneliti apakah NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2
sudah sesuai dengan harga pasar menggunakan assessment
ratio. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat akurasi NJOP
saat ini belum memenuhi standar yang disepakati oleh IAAO.
Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat
akurasi NJOP di kota besar, sedikit lebih baik dibanding
tingkaat akurasi NJOP di kota-kota lainnya. Selain itu,
penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada korelasi
positif antara kegiatan pemutakhiran NJOP melalui pengisian
SPOP dengan tingkat akurasi NJOP.
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1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada 1 Januari
2010 sebagai bentuk nyata dari proses desentralisasi
fiskal di Indonesia. Dan sejak 1 Januari 2014, Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2) telah sepenuhnya menjadi salah satu jenis
pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. PBB-P2
dianggap tepat untuk dikelola oleh pemerintah daerah
karena penerimaan PBB-P2 yang relatif stabil dan
biaya pengelolaan yang rendah (Bahl & Bird, 2008).
Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 juga
dianggap tepat karena PBB dianggap sebagai sumber
penerimaan daerah yang lebih efisien jika dikelola oleh
pemerintah daerah (Bird & Slack, 2004).

Beberapa penelitian telah menganalisis kontribusi
PBB-P2 sebagai sumber penerimaan daerah sejak
dialihkan ke pemerintah daerah. Mayoritas dari
penelitan tersebut menyimpulkan bahwa pemungutan
PBB-P2 oleh pemerintah daerah telah dilakukan
secara efisien (Renaningsih, 2015; Sari, 2016; Yuliyanti,
2017). Selain itu, mereka juga menyimpulkan bahwa
kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap penerimaan
daerah terus meningkat setiap tahun, meskipun
tidak selalu memenuhi target penerimaan. Sejalan
dengan penelitian di atas, Engelmann et al. (2015)
membandingkan pertumbuhan penerimaan PBB-P2
sebelum dan sesudah berlakunya UU PDRD. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa penerimaan PBB-P2 setelah
dikelola oleh pemerintah daerah tumbuh lebih cepat
dibandingkan ketika dikelola oleh pemerintah pusat.

Hasil dari penelitian tersebut merupakan titik
awal yang baik untuk mempercayai kinerja pemerintah
daerah dan sebagai dasar kebijakan desentralisasi pajak
ke tahap berikutnya. Namun, penelitian-penelitian
mengenai penerimaan PBB-P2 pasca desentralisasi
umumnya hanya melihat total penerimaan secara
keseluruhan. Hasil penelitian tersebut masih belum
menjawab  apakah  pertumbuhan  penerimaan
disebabkan oleh usaha intensifikasi dan ekstensifikasi
yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau hanya
disebabkan oleh kenaikan harga objek PBB-P2 karena
mekanisme permintaan dan penawaran.

Salah satu prosedur yang mempengaruhi usaha
peningkatan penerimaan PBB-P2 adalah penetapan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP merupakan dasar
pengenaan PBB-P2 yang mencerminkan harga rata-
rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP
juga dapat diperoleh melalui kegiatan penilaian dengan
menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan
biaya, dan pendekatan pendapatan. Besaran NJOP
sangat krusial dalam penentuan penerimaan PBB-P2.
Semakin besar NJOP semakin besar pula penerimaan
PBB-P2. Berdasarkan Pasal 79 UU PDRD, besaran NJOP
ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tiga tahun sekali,
atau jika diperlukan dapat ditetapkan setiap tahun.
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Desentralisasi PBB-P2 dan proses penetapan NJOP
memiliki hubungan yang erat. Salah satu argumen dalam
teori desentralisasi fiskal (termasuk desentralisasi
pajak) yang diakui secara global adalah desentralisasi
fiskal mempercepat pertumbuhan ekonomi (Oates,
1972). Argumen ini sangat berlandaskan pada premis
yang menyatakan bahwa pemerintah daerah lebih
memahami kondisi dan kebutuhan daerahnya,
sehingga pemerintah daerah lebih tepat dibandingkan
pemerintah pusat dalam hal pemungutan pajak dan
penyediaan barang publik.

Berdasarkan argumen tersebut, seharusnya
desentralisasi PBB-P2 menghasilkan NJOP yang
lebih sesuai karena pemerintah daerah (pemerintah
kabupaten/kota) lebih memahami kondisi objek pajak.
Yang dimaksud dengan NJOP yang sesuai dalam UU
PDRD adalah NJOP yang mencerminkan harga rata-rata
transaksi jual beli atas objek tersebut yang terjadi secara
wajar. Untuk melihat kesesuaian antara NJOP dengan
harga pasar wajar, Assessment Ratio (AR) merupakan
teknik analisis paling umum digunakan. Beberapa
penelitian telah melakukan menganalisis perbandingan
antara NJOP dengan harga pasar menggunakan AR dan
menyimpulkan hasil yang berbeda-beda untuk setiap
lokasi penelitian (untuk beberapa penelitian terakhir
di Indonesia lihat Baisaku, Guswanto, & Linawati,
2021; Hasyim, Pandiangan, & Sasongko, 2020; Hudja &
Fadhlia, 2019; Razif & Wati, 2019).

Penelitian-penelitian mengenai AR NJOP dengan
harga transaksi umumnya fokus meneliti AR dalam
1 kabupaten/kota, bahkan ada yang lebih dalam lagi
membahas AR untuk 1 kota. Berbeda dengan penelitian-
penelitian sebelumnya, studi ini menyajikan AR untuk
beberapa kota dengan membandingkan antara kota
besar dengan selainnya. Tujuannya adalah untuk
mengetahui kesesuaian AR NJOP terhadap harga jual
objek pajak. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih
jelas, studi ini juga membandingkan antara kesesuaian
AR antara kota-kota besar dengan selainnya.

Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk
menjawab apakah kesesuaian AR dapat ditingkatkan
melalui usaha intensifikasi perpajakan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan
tersebut, studi ini akan melakukan uji korelasi antara
kesesuaian AR dengan siklus penatausahaan PBB-P2
berupa kegiatan pemutakhiran NJOP menggunakan

formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN
HIPOTESIS

2.1. Desentralisasi Pajak

Teori desentralisasi fiskal merupakan
pengembangan dari pemikiran Musgrave (1959), Oates
(1972) dan juga Tiebout (1956). Teori desentralisasi
fiskal secara umum berargumen bahwa desentralisasi
fiskal meningkatkan performa ekonomi dengan
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meningkatkan efisiensi penyediaan layanan sektor
publik. Lebih lanjut lagi Oates (1972) juga berpendapat
bahwa pemerintah daerah lebih memahamami
daerahnya, dan dengan demikian jauh lebih mampu
untuk memberikan layanan publik dan memungut pajak
daripada pemerintah pusat. Secara global, kebijakan
desentralisasi fiskal umumnya diimplementasikan
dalam bentuk kebijakan desentralisasi belanja dan
desentralisasi pajak.

Yang dimaksud dengan desentralisasi pajak
yaitu pengalihan kewenangan pemungutan pajak
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Peran desentralisasi pajak menjadi penting karena
desentralisasi fiskal akan berjalan lebih efektif jika
pemerintah daerah lebih mengandalkan sumber
daya sendiri daripada transfer dan hibah (Weingast,
2009, 2014). “Prinsip Manfaat” yang ditulis oleh
Musgrave (1959), mendukung konsep tersebut dengan
menambahkan ide bahwa pemerintah daerah sebaiknya
lebih bergantung pada pajak yang ditanggung oleh
pembayar pajak yang memiliki keterkaitan yang jelas
dengan layanan publik yang akan diterima pembayar
pajak.

Para proponen desentralisasi pajak pada akhirnya
berkesimpulan bahwa otonomi perpajakan yang
lebih besar kemungkinan besar akan mengarah pada
layanan lokal yang lebih baik (Hoffman & Gibson, 2005)
dan mengarah ke pembangunan ekonomi yang lebih
sehat dari waktu ke waktu (Sorens, 2014). Pemerintah
Indonesia berharap bahwa kesimpulan dalam
penelitian-penelitian tersebut dapat diimplemntasikan
di Indonesia melalui desentralisasi PBB-P2. PBB-P2
diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan yang
stabil dan juga memiliki kontribusi yang meningkat dari
tahun ke tahun bagi penerimaan asli daerah.

Salah satu pilar fundamental yang mendukung
penerimaan PBB-P2 adalah dasar pengenaan pajak.
Penetapan dasar pengenaan pajak PBB-P2 di Indonesia
menganut sistem nilai kapital dimana nilai pasar suatu
properti (tanah dan pengembangannya) dijadikan dasar
pengenaan pajak. * Dalam UU PDRD, dasar pengenaan
pajak PBB-P2 dikenal dengan istilah NJOP. Proses
penilaian NJOP merupakan faktor kunci dalam sistem
nilai kapital dan akurasi dari penilaian NJOP dapat
diukur menggunakan Assessment Ratio (AR). Dalam
konteks penetapan NJOP, AR mengukur seberapa dekat
NJOP dengan harga pasar. AR yang baik adalah AR yang
mendekati harga pasar, atau setidaknya berada pada
rentang yang disepakati oleh IAAO (IAAQ, 2013, 2017).

Berdasarkan kerangka teori tersebut, studi ini
menduga bahwa desentralisasi PBB-P2 dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah akan menghasilkan NJOP
yang lebih sesuai dengan harga pasar, atau setidaknya

! Metode ini merupakan metode yang dianggap paling adil,

karena nilai pasar merefleksikan manfaat yang diperoleh
dari investasi publik (McCluskey & Bell, 2008; McCluskey &
Franzsen, 2013).

berada pada rentang acuan yang dikeluarkan oleh IAAQ.
Ada dua argumen yang mendasari dugaan ini. Pertama
adalah pendapat dari (Oates, 1972) yang menyatakan
bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi
wilayahnya, sehingga pemerintah daerah lebih tepat
dalam melakukan penilaian NJOP. Kedua, adanya
motivasi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan
sumber penerimaan asli daerahnya.

2.2. Penatausahaan PBB

Sistem penatausahaan PBB-P2 di Indonesia
menggunakan official assessment system. Dalam sistem
ini, besarnya PBB-P2 terutang dihitung dan ditetapkan
oleh fiskus. Tahapan penetapan PBB-P2 terutang
yang diatur dalam UU PDRD diawali dengan kegiataan
penyampaian formulir SPOP kepada wajib pajak.?
Formulir SPOP ini diisi oleh wajib pajak dan kemudian
dikembalikan kepada fiskus. Berdasarkan data yang
dicantumkan oleh wajib pajak dalam SPOP, fiskus
melakukan penilaian dan menetapkan besarnya PBB-P2
terutang (Darwin, 2014; DJPK, 2014).

Pada siklus penatausahaan PBB-P2 dalam UU
PDRD, terlihat peran penting tahapan pengisian SPOP
oleh wajib pajak. Besarnya NJOP akan ditentukan
berdasarkan data yang tercantum dalam SPOP. Dan
tentu saja, tingkat kesesuaian NJOP terhadap nilai
pasar (AR) juga dipengaruhi tahapan pengisian SPOP.
Berdasarkan hal tersebut, studi ini menduga bahwa
tahapan pengisian SPOP berkorelasi secara positif
dengan tingkat AR. Jika tahapan pengisian SPOP
dilakukan oleh wajib pajak, maka kegiatan penilaian
NJOP lebih mencerminkan kondisi yang paling aktual,
dan lebih mendekati nilai pasar.

3. METODE PENELITIAN

Alat uji yang akan digunakan untuk menjawab
pertanyaan penelitian adalah Assessment Ratio (AR).
AR adalah alat uji yang digunakan untuk mengukur
kinerja penilaian (dalam hal ini adalah penilaian NJOP)
berdasarkan perbandingannya dengan harga pasar.
Untuk menilai sesuai atau tidaknya NJOP dengan
harga pasar, parameter yang digunakan adalah ukuran
tendensi sentral (mean atau median) Secara matematis
AR dapat dihitung menggunakan formula berikut:

4;
AR = —

Si
Keterangan:

AR = Assessment Ratio
Ai = Nilai yang ditetapkan
Si = Nilai pasar/wajar

Dalam penelitian ini Ai diwakili oleh NJOP dalam

2 Penyampaian SPOP kepada wajib pajak disertai dengan

lampiran SPOP (LSPOP) yang merupakan bagian yang tidak
terpisahakan dari SPOP. Namun untuk mempermudah
penyebutan, dalam studi ini hanya akan ditulis SPOP saja
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Surat Pemberitahun Pajak Terutang (SPPT) yang
diperoleh dari hampir 600 responden (25% diantaranya
merupakan objek pajak yang berada di kota-kota
besar). Seluruh data yang dianalisa merupakan data
NJOP dalam SPPT PBB-P2 Tahun Pajak 2021 dan respon
pemilik objek pajak pada tahun 2021. Berbeda dengan
penelitian-penelitian sebelumnya, nilai pasar/wajar
dalam penelitian ini diwakili olej harga yang diakui oleh
pemilik objek pajak. Harga yang diakui oleh pemilik
objek pajak menjadi pilihan dibanding harga jual yang
dilaporkan karena dua alasan. Pertama, harga jual sulit
untuk di lacak. Kedua, harga jual cenderung undervalue
karena pembeli dan penjual memiliki insentif untuk
melaporkan harga jual dibawah harga sebenarnya
untuk mengurangi beban Pajak Penghasilan dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Gnagey
& Tans, 2018).

Untuk menjawab apakah NJOP berada pada
rentang yang sesuai, besaran nilai dari AR akan
digunakan untuk uji tendensi sentral (rata-rata, median,
dan rata-rata tertimbang) berdasarkan parameter
International Association of Assessing Officers (IAAO)
(2017). 1AAO (2017) menyatakan bahwa rentang AR
yang sesuai yaitu antara 90% sampai dengan 110%.
Jika diluar dari rentang tersebut, maka hasil peniliaian
adalah undervalue atau overvalue. Beberapa literatur
juga menggunakan parameter lain dalam uji kesesuaian
AR, vyaitu ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran
Direktur PBB dan BPHTB yang dikeluarkan pada tahun
2002. Namun studi ini tidak menggunakannya karena
ketentuan dalam peraturan tersebut sudah tidak
relevan dalam penatausahaan PBB-P2 oleh pemerintah
daerah.

Untuk memperkaya hasil analisis, studi ini juga
. . rata — rata
akan membandingkan variabel — ,

K k rata — rata tertlmbang
dengan rekomendasidariIAAO. Standar yang ditetapkan
oleh IAAQ yaitu:

rata —rata
o Jika rata—ratatertimbang > 1,10 (110%) berarti terjadi

regresivitas.
rata —rata

o Jika rata—ratatertimbang < (0,90 (90%) berarti terjadi
progresivitas.

rata — rata
o Jika rata —rata tertimbang herada diantara batas bawah
dan batas atas maka penilaian telah dilakukan
dengan proporsional.

Penelitian ini juga akan menyertakan menyertakan
parameter variabilitas berupa Coefficient of Variations
(COV) dan Coefficient of Dispersion (COD) sebagaimana
digunakan oleh (Hartoyo et al., 2014). COD dan COV
adalah ukuran statistik dari penyebaran relatif data
dalam suatu kumpulan data di sekitar mean dan
median. Secara matematis COV dan COD dari suatu
sampel dapat diformulasikan seperti berikut:

o
cov = —
u
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dan

100 X1 (% — median)
COD = :

median n

(IAAO, 2013) memberikan acuan bahwa COV dan
COD yang baik yaitu yang, secara berturut-turut, tidak
melebihi 20% dan 15%. Namun, karena penentuan
NJOP di Indonesia menggunakan penilaian massal dan
tabel klasifikasi NJOP, batasan COV dan COD disesuaikan
menjadi 25% untuk COV dan 20% untuk COD (Hartoyo
etal., 2014; IAAO, 2013).

Uji kesesuaian AR maupun uji parameter
variablititas dalam penelitian ini membedakan antara
objek pajak di kota-kota besar dengan NJOP di selain
kota-kota tersebut. Yang dikategorikan sebagai kota
besar dalam studi ini yaitu kota besar menurut Produk
Domestik Regional Bruto menurut Badan Pusat Statistik
(BPS, 2020).

Terakhir, untuk menjawab pertanyaan apakah ada
keterkaitan antara AR dengan siklus penatausahaan
PBB-P2, studi ini juga akan melakukan uji korelasi
antara AR dengan prosedur pengisian SPOP yang
merupakan bagian dari siklus penatusahaan PBB-P2.
Berbeda dengan uji regresi, tujuan utama uji korelasi
adalah untuk mengukur tingkat atau derajat hubungan
linier (positif atau negatif) antara dua variabel (Gujarati
et al., 2012; Wooldridge, 2015)

Perlu digarisbawahi, uji korelasi yang dilakukan
pada studi ini merupakan uji korelasi antara variabel
kontinu (AR) dengan variabel dikotomis (apakah
reponden pernah melakukan pengisian SPOP; 0 untuk
tidak dan 1 untuk pernah). Dengan karakteristik
variabel seperti itu, maka uji korelasi yang tepat adalah
uji korelasi point biserial (Kornbrot, 2015; Tate, 1954).
Koefisien dari korelasi point biserial yang digunakan
dalam studi ini adalah yang diajukan oleh Kornbrot
(2015) dan dapat diperoleh menggunakan formula
berikut?:

Top = —= ;N = Ny + N

pb 5, N(N-1) rre
Keterangan:
Ty = Koefisien korelasi
?1 = Rata-rata NJOP yang pemiliknya per-

nah mengisi SPOP

Yo = Rata-rata NJOP yang pemiliknya tidak
pernah mengisi SPOP

Sy = Standar deviasi keseluruhan tes

3 Brown (2001) menggunakan N2 alih-alih N(N-1) dalam formula

penghitungan koefisien point biserial.
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N; = Objek pajak yang pernah melalui
pengisian SPOP

N, = Objek pajak yang tidak pernah melalui
0
pengisian SPOP

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Uji Tendensi Sentral dan Parameter
Variabilitas

Tujuan dari uji tendensi sentral ini adalah untuk
mengetahui besarnya rata-rata, median, dan rata-rata
tertimbang dari AR dan kemudian membandingkannya
dengan acuan yang telah dipublikasikan oleh IAAO.
Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 1, maka
dapat terlihat bahwa rata-rata tingkat AR dari data
yang telah dikumpulkan untuk seluruh sampel sebesar
37,26%. Jika penghitungan rata-rata AR dipecah untuk
kota besar dan selainnya, maka rata-rata tingkat AR
secara berturut-turut adalah 42,37% dan 35,88%.

Tabel 1. Tingkat AR berdasarkan jenis sampel

Tendensi Sentral dan Parameter Variablitias

I. Seluruh sampel (n=597)
Rata-rata .3726339
Median .3280000
Rata-rata tertimbang .3588772
cov .6228299
COD .1360790
IT. Kota Besar (n=154)
Rata-rata .4236830
Median .3606549
Rata-rata tertimbang .3588772
cov .4707064
COoD .1287599

III. Selain Kota Besar (n=443)

Rata-rata .3548877
Median .2822000
Rata-rata tertimbang .3588772
cov .6765106
COD .4318619

Tingkat AR ini masih lebih kecil dari standar yang
dikeluarkan oleh IAAQ, yaitu 90%<AR<110%. Sehingga
masih banyak ruang yang harus diperbaiki agar NJOP
lebih mendekati harga jual wajar. Informasi tambahan
yang dapat diperoleh adalah NJOP di kota-kota besar
secara rata-rata sedikit lebih mendekati harga jual wajar
dibandingkan dengan di kota selain kota besar.Hasil
pada penelitian ini selaras dengan hasil dari penelitian-
penelitian mengenai AR NJOP yang hampir seluruhnya
menemukan bahwa tingkat AR (rata-rata, median,
rata-rata tertimbang) masih dibawah rekomendasi dari
IAAO.

Penelitian ini juga menghasilkan tingkat AR kota-
kota besar yang lebih kecil dari hasil penelitian Hartoyo
et al. (2014), yang menemukann bahwa AR di kota
Jakarta dan sekitarnya kurang lebih sebesar 70%. Salah
satu alasan yang dapat menjelaskan perbedaan ini
yaitu jenis data yang digunakan pada masing-masing
penelitian. Hartoyo et al. (2014) menggunakan harga
transaksi yang dilaporkan kepada otoritas perpajakan,

kantor pertanahan, atau PPAT, sedangkan penelitian
ini menggunakan harga persepsi pemilik objek pajak.
Sebagaimana argumen yang diajukan oleh Gnagey
& Tans (2018), harga-harga yang digunakan dalam
penelitian Hartoyo et al. (2014) berpotensi undervalue
karena adanya alasan penghindaaran pajak. Sehingga
menyebabkan tingkat AR dalam penelitian tersebut
lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat AR yang
ditemukan dalam studi ini.

Kemudian, berdasarkan data COV dan COD pada
Tabel 1, koefisien COV untuk setiap jenis sampel
melebihi batas atas yang dipublikasikan oleh 1AAO
(2013). Sementara itu, koefisien COD untuk keseluruhan
sampel dan di kota besar masih berada pada batas
toleransi, namun koefisien COD pada kota selain kota
besar tidak demikian. Untuk memperbaiki parameter
ini, pemerintah daerah dapat melakukan kombinasi dari
kegiatan reappraisal, reassessment, dan penyesuaian.*

Reappraisal adalah penilaian ulang melalui
kegiatan pengumpulan data di wilayah yang memiliki
variabilitasnya melampaui batas toleransi. Kegiatan
reappraisal dapat memperbaiki seluruh koefisien
tendensi sentral secara sekaligus. Namun tentu saja,
memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya
manusia dibandingkan opsi yang lain. Sementara itu,
reassessment merupakan metode penilaian ulang
secara tebang pilih. Opsi ini tidak memerlukan kegiatan
pengumpulan data, namun cukup dengan verifikasi
atas properti-properti di wilayah tertentu sesuai
dengan kebutuhan. Metode penyesuaian merupakan
metode yang paling mungkin dilakukan dalam jangka
pendek. Metode ini hanya melakukan penyesuaian atas
NJOP yang ada agar performa penilaian NJOP secara
keseluruhan mendekati proporsional.

Tabel 2 menyajikan perbandingan besaran untuk
setiap jenis sampel. Sesuai dengan hasil yang disajikan,
data sampel dalam studi ini menunjukkan bahwa proses
penilaian NJOP sudah proporsional. Namun, besaran
untuk kota besar menunjukkan hasil penilaian NJOP
bersifat regresif. Artinya, objek pajak dengan harga jual
yang tinggi secara rata-rata memiliki tingkat AR yang
lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak dengan
harga jual rendah.

Tabel 2. Progresivitas/regresivitas NJOP

Rata-rata .
_———————— Kesimpulan
Rata2 tertimbang
Seluruh sampel 4 1.0383327 Proporsional
Kota Besar 4 1.1805793 Regresif
Selain Kota Besar .9888835  Proporsional

Regresivitas tingkat AR di kota-kota besar dapat
disebabkan oleh pertumbuhan harga properti di
kota besar yang lebih cepat dibandingkan dengan
peningkatan NJOP melalui kegiatan pemutakhiran
objek pajak. Kombinasi dari pertumbuhan penduduk,

4 Reappraisal dan reassessment tidak disajikan dalam Bahasa

Indonesia karena memiliki arti yang sama, namun memiliki
definisi yang berbeda menurut IAAO (2013).
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pertumbuhan lapangan kerja, dan pertumbuhan
penghasilan yang dimiliki oleh kota kota besar (termasuk
di Indonesia) merupakan salah satu determinan
cepatnya kenaikan harga properti residensial (dari sisi

permintaan).®
4.2. Korelasi Point Biserial

Tabel 3. Korelasi antara AR dengan kegiatan pengisian
SPOP

Effect size based on mean comparison

Obs per group:

code_SPOP==0 = 509

code_SPOP==1 = 88

Effect Size Estimate [95% Conf. Intervall]
Point-Biserial r -.0394497 -.1189944 .0408839

Informasi  pertama yang diperoleh dari
hasil uji korelasi pada Tabel 3 adalah performa
kegiatan pengisian SPOP. Berdasarkan sampel yang
dikumpulkan, hanya 88 responden yang mengaku
pernah melakukan pengisian SPOP (diberikan variabel
dummy code_SPOP dengan angka 1). Selain itu hanya
40 responden yang mengaku pernah mengisi SPOP
dalam 10 tahun terakhir.® Tentu saja hal ini menjadi
hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Kegiatan pengisian SPOP merupakan bagian dari siklus
penatausahaan PBB-P2 yang diamanatkan dalam
UU PDRD. Bahkan, secara implisit dapat kita ambil
kesimpulan bahwa besarnya PBB-P2 terutang dalam
SPPT harus dihitung berdasarkan pengisian SPOP oleh
wajib pajak.

Sebelum membahas mengenai koefisien korelasi,
perlu disampaikan bahwa data tingkat AR dalam studi
ini tidak tersebar secara normal. Oleh karena itu, selang
kepercayaan (confidence interval) yang disajikan dalam
Tabel 3 dapat dipertanyakan. Untuk memenubhi kaidah
uji korelasi yang baik, maka studi ini melakukan teknik
bootstrapp agar mendapatkan selang kepercayaan
yang lebih sesuai. Hasil dari bootstrap disajikan di
bagian akhir dari studi ini, dan menunjukkan selang
kepercayaan yang tidak jauh berbeda. Sehingga
koefisien korelasi yang dihasilkan dalam Tabel 3 dapat
diterima dengan tingkat kepercayaan 95%.

Koefisien korelasi point biserial’ dalam Tabel
3 menunjukkan nilai estimasi yang sangat kecil dan
bertanda negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa secara
rata-rata, kegiatan pengisian SPOP tidak berhubungan
secara linier dengan tingkat kesesuaian NJOP dengan
hargajual wajar. Jumlah yang sangat kecil dari responden
yang mengisi SPOP mungkin menjadi penyebab
kecilnya koefisien korelasi. Sehingga, temuan dari studi

> lihat Abraham & Hendershott, 1992; Malpezzi et al., 1998;

Ozanne & Thibodeau, 1983; Wilson & Zurbruegg, 2008.
Diagram frekuensi disajikan di bagian appendix

Koefisien point biserial dalam studi ini diperoleh
menggunakan aplikasi STATA
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ini hanyalah berupa indikasi awal ketidakefisienan
kegiatan pemutakhiran NJOP melalui pengisian SPOP.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini adalah
sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil uji tendensi sentral terhadap
597 data sampel, tingkat kesesuaian NJOP dengan
harga jual wajar masih lebih kecil dari standar yang
ditetapkan oleh IAAO.

2. Terdapat perbedaan tingkat kesesuaian AR di
kota-kota besar dengan selainnya. Secara rata-
rata, tingkat AR di kota besar (+42%) lebih tinggi
dibanding tingkat AR di selain kota besar (+35%).
Namun demikian, penilaian NJOP di kota besar
ditemukan bersifat regresif. Yaitu, semakin tinggi
harga jual tingkat AR semakin rendah.

3. Kegiatan pengisian SPOP belum berjaan dengan
rutin dalam siklus penatausahaan PBB-P2. Jumlah
responden yang pernah melakukan pengisian SPOP
tidak lebih dari 15% dari keseluruhan responden.
Dan hanya setengah dari jumlah itu yang pernah
mengisi SPOP dalam 10 tahun terakhir.

4. Secara statistik, korelasi antara kegiatan pengisian
SPOP dengan tingkat AR sangat kecil. Hal ini menjadi
indikasi awal perlunya pembenahan kegiatan
pengisian SPOP.
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Lampiran 1. Diagram Frekuensi Kegiatan Pengisian SPOP oleh responden, 2010-2021

Frekuensi
4
1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021

Lampiran 2. Hasil bootstrap uji korelasi point biserial

Bootstrap results Number of obs = 597
Replications = 608
command: esize twosample AR, by(code_SPOP) pbcorr
_bs_1: r(r_pb)
Observed Bootstrap Normal-based
Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
_bs_1 -.0394497 .0425417 -9.93 0.354 -.12283 .0439305
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